LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN NIAS UTARA .
NOMOR : 2 | I . SERL:B_

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
_ PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATINIAS UTARA,

Menimbang ¢ a bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa keberadaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah
" dimaksudkan' ‘untuk feningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
_ kemandirian daerah; .

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberlakuan pajak daerah di
: Kabupaten Nlas Utara harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah o

d. bahwa -potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah sangat
memungkmkan untuk dlberlakukan di Kabupaten Nias Utara;

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah;

c. . bahwa berdasarkan ketentuan Undang—Undang Nomor- 28 Tahun 2009 *. -



|
v
A
~ Mengimgal : I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lentang Kitab Undang-Undang

Flukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209):

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 (entany Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan™ Negara -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undanc Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah
_(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
“Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang—UndanO_

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penierintahan Daeralr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Utara di Provm51 Sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik

LU
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v

Republﬂdndonesm Nomor 4929); - -

7. Undang-Undang .Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajalx Dierah dan.

' Retribusi Daérah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, - Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones;la ‘Nomor
5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturdn o

. Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia  Nomor

- 5234);

9. Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan“
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara - Nomor 4578), .

-10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

i Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
2 . : Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
) lndonesm Nomor 4737)




11. Peraturan. Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lemaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
' dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib

Pajak; :

13.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan
‘ . Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan
Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
.. - Bangunan; . o ’
'15.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan -
: Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.Perdesaan
dan Perkotaan; L '

T 4 Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN ._BERWAKI_ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATINIAS UTARA

'MEMUTUSKAN :
 Menetapkan ~© :  PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BABI1
KETENTUAN UMUM

_ o Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

}:- egggal} ggillah Kabupaten Nias Utara.




Pemerntalian Dacrah adalah penyelenggaraan urusan Pemernintahan oleh Pemerintah Daerah
dan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi vang seluas-luasnya dalam sistem dan prisip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia :
Tahun 1945. ;

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerali sebagar unsur penyclenggara
Pemerintahan Dacrah. .

"Bupati adalah Bupati Nias Utara. - , ' ‘

“Dewan Perwakilan Rakyat Daeralh yang selanjutnya disingkat DPRD  adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten an, Utara sebagai unsur penyelenggara Pcmam(ahan
Daerah. . ,

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Papa)al\an Daerah sesuai dengan
Pualumn Perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Turan wajib yang dilakukan oleh orang
“pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat
dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlalcu untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak\liio[el adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan tenmasulk jasa terkait lainnya '
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma
parawisata, pesanggrahan, rumah pengnpan dan se]emsnya serta rumah kos dengan jumlah |
karnar lebih dai1 10 (sepuluh). - _ . : - i

. Pajal\ Restoran adalah pajak atas pelayanan yang dlsedlakan oleh restoran

.- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/juga minuman denoan dlpunout bayﬁr'm vang
mencakup juga rumah makan, Latetarm kantin, warung, bar dan sejemisnya termasuk jasa
boga/catering. : . - ' -

. Pajak Hiburan adalah pajak alas penyelengaraan hiburan.

‘Hiburan adalah segala jemis tontonan, pertunjukan, permaman dan/atau keramaian vang
dinikmati dengan dipungut bayaran. '

}. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelengaraan reklame.

- Reklame adalah benda alat, perbuatan,-atau media yang bentuk dan corak ragamnya d1rancano
untuk tujuan komersial mernperl\enall\an menganjurkan, mempromosikan, atau utuk menarik i
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, j
dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. . _ {
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- 26.

27.

30.

31

Pajak Penerangan Jalan adalaly ppjak alas penggunaan tenaga histrik. batk vang dilasilkon
sendhirn maupun chperoleh dart sumber lam

Pajak Muneral Bukon Logamy dan Batuan adalah pajuak atas pengambilan mmeral bukan logan
dan batuan, baik dart sumber alamydi dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan,

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang muneral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyclengaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
icrmasuk penyediaan tempat perutipan kenderaan bermotor.

. Parkir adalah keadaan tidalk bergerak suatu kenderaan yang tidak bersifat sementara.

. Pajak Air Tanah adalah pnjak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang, tedqpat dalam ldplsan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas keomtan pcngambllan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet. *

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchhap haga,
collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocaliainchi.

. Pajak Buri dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan

yang dimiliki, diluasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuah kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah penmukaan buml yang meliputi tanah dan peratran pedalaman serta laut wilayah
Kabupaten/Kota :

Bangunan adalah konstruksi tekmk vang ditanam atau diletakkan  secara tetap pada tanah
dan/atau perawran pedalaman dan/atau laut. -

~ Nilai Jual Objek Pajak, yang selajutnya disingkat NIOP adalah harga rata —rata yang diperoleh

dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP ditentukan melalul perbandingan harga dengan objek lam yang sejenis, atau milai
perolehan baru, atau NJOP pengganti.

. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bancrunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan.

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangu.nén adalah perbuaian atau peristiwa hukumn vang,
mengakibatkan diperolelinya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan diatasnya; sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan
bangunan.




Subjek Pagak adalah Orang Pribadi atau Buadan vine dapat dikenakan pajak.

3. Wajib Pajak adalih orang pribadi alau badan, mehpuli pembayaran pajak. dan pemungut pajak.

yang mempunyal hak dan kewayiban perpajakan sesia denigan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah.

1 Masa Pajak adalah janpka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wapb
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang,

“Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib
Pajak menggumnanakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

. Pajak yang lerutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pgjak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuar dengan ketentvan Peraturan Perundang-
Undangan perpajakan daerah.

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula dari penghimpunan data objek dan subjek

pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib

Pajak serla pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk meaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak dan /atay_
harta dan kewajiban sesuar dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Daerah.

Surat Pembernitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporl\an data subjek dan objek Pajak Bumu dan

Bangunan Perdesaan dan Pelkotaan sesuar dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau’

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
_dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati,

Surat Ketetapan Pajak Daerah, vang selajutnya disingkat SKPD,adalah surat ketetapan pajak
vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

. Surat Pembéritahuan Pajak Terutang, sélanjumya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan
untuk pemberitahuan besamnya Pajak Bumi- dan Bangunan Perdasaan dan Perl\otaan yang
terutang pada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah
surat keletapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pa1ak besarnya sanJ\51 admumstratif, dan jumlah pajak yano
‘masth harus dibayar.
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40.

47.

- 48,

49.

51,

Surat - Ketetapan  Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya  disingkat
SIKPDERT, adalah surat ketetapan, mml\ wyang enentukan tambahan atas Jumlah pajak vang
sudal d]tuapl‘an

-Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilay, yang selanjuinya dismgkat SKPIDN, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajalk tidak terutang yang tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,yang selanjutnya disingkal SKPDLB, adalah swat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah Kelebthan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang alau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi admini‘stra{if berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah sural kebutusan yang membetulkan kesalahan tulisan,

‘kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan

Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajalk Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang, Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan. ' '

Surat Keputusan Keberatan adalah  surat  keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daeral, Suarat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungulan oleh pthak ketlga yang dlajuLan oleb o

) 'Wajlb Pﬂjﬂl\
50.

Putusan Banding adalah putusan badan peradllan paJal\ atas bandmg terhadap Surat Kepumsan
Keberatan yang diaj ukan Wajib Pajak.”

Pembulaan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan .secara leratur untuk megumpulkan
data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan -
penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode Tahun Palak

tersebut. - : '

. Pemenksaan adalah serangkaién kegiatan penghjmpunan danApengelo]a data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. ‘
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53. Penyidikan lindak pidana di bidang PLl])d]ll\dn daerali adalah serangkaan tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencart serta mengumpulkan bukt yang dengan bukti ttu

v membual terang tindak prdana dibidang perpajakan dacrall yang terjadi serla menemulkan
tersangkanya. ;
|
BAB I
PAJAK DAERAT
Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis Pajak Daerabh terdin atas

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;.
c. Pajak Hiburan,
d. Pajak Reklame;
. e Pajak Penerangan Jalan;
f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batan;
g Pajak Air Tanah;
4 h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Bagian Kedua
Pajak Hotel
Pasal ’%

_.,‘(1') ' Dengan nama Pajak Hotel dipungut pa]a}\ atas pelayanan yang, disediakan oleh Hotel dengan .
% pembayaran.

(2). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang s;f'alnya membenkan kemudahan .
~dan l\enyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

- (3) Jasa penunjang sebagmmana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, feksumile, teleks,
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lamnya yang
disediakan atau dikelola Hotel.

(4)  Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) adalah ,
a. motel; . g

b. losmen;




¢ rumah penginapan,
d rumah kos dengan jumlal kamar lebihy dave 10 (sepuluby;
(NB Tika ada vg akan dikenakan lamnnya harus disebutkan apa saja)

(5)  Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagamana dimaksud pada ayat (2) adalal -

a. jasa tempal tinggal asrama vang disclengparakan oleh Pemenntah atau Pemerintah
Daerah: - '

b jasa sewa apertemen, kondomimmm, dan sejenisnya;

¢ jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan,

d. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan pantt

sosial lamnya yang sejenis; dan _ _
e jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat

dimanfaatkan umumn.
Pasal4

(1)~ Subjek Pajak Holel adalah setiap orang atau Badan FHukum yang melakukan pembayﬂr'm
kepada orang pr1bad1 atau Badan Hulaum yang mengusahakan Hotel
(2)  Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahalkan hotel.

~
Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
Hotel.

Pasal 6

(1)  Tanf PaJaR Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat () huml a. huruf b, huraf ¢

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Tanf Pajak Hotel sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, dltetapkan sebesar

5% (lima persen). -

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.




Bagian [Kcetiga
Pajak Restoran

Pasal 8

Y Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disedhakan oleh Restoran.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, termasuk di dalamnya
Tasa Boga/Katering, .

S —-

3)  Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan
- penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi olch pembeh baik i konsumsi
dllempat pelaydnan maupun ditempat lain.

'1‘,1) Tumasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dunaksud pada ayat (2) adalah
" a rumah makan; _
b kafetana,

kantm;

warung;,

depot;

bar;

pujasera/foodcourt;

toko roti/bakery;

jasa boga/katenng,

NB Jika ada yg akan dikenakan lainnya harus disebutkan apa saja).

~

=

= (5)  Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan
~ yang disediakan oleh Restoran yanc nilai penjualarmya (omset) kurang dari Rp 100.000,-
(seratus nibu rupiah) per hari. .

Pasal'9

1) Subjel\ Pajak Restoran adalah setlap orang, atau Badan -hukum yang membeli malwnan !
dan/atau minuman dari Restoran. : -

Wajib Pajak Restoran adalah setiap orang atau badan hukum yang, makan mengus'lhal\an
restoran/rumah makan S

Pasal 10 '

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran vang diterima atau yang seharusnya
;t'erima restoran. :




Pasal 11

Tanl Pajak Restoran ditetapkan sebesar ,Ef“" o (sepuduli persen).

Pasal 12

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dilntung dengan cara mengalikan lanl sebagaumana
dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dzal;_n'n pasal 10

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Pasal 13

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut
bavaran. ) } :

(2)  Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3) Hiburan sebagaunana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. tontonan fitm; _

b, pagelaran keseruan, music, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya,

d. pameran;

¢. karaoke dan sejenisnya;

. sirkus, acrobat, dan sulap;

g. permaman bilyar, golf, dan boli mg, )

h  pacuan kuda, kenderaan bermotor, dan permainan ketano}\asan

1. panti pyat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center),
j. pertandingan olah raga.

Pasal 14
(1) Subjek Pajak Hiburan adalah selia’pzofang atau Badan hukum yang menkmati Hiburan.

(2)  Wajib Pajak Hiburan adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 15

(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya
diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.




y Jumlah uwang yang sebarusnya diterima schagaumana dunaksud pada ayat (1) lermesuk

potongan harga dan Liket cuma-cuma yang diberikan kepada pencruna jasa Hiburan

Pasal 16
\ _ _ o
aﬂrif pajak sebasaimana-dimalksud dalam Pasal 13 ayat (3), ditetapkan sebagan berikut

tontonan [lm sebesar 10% (sepuluh persen),

pagelarah kesenian, musik, tart dan/atau busana sebesar 15% (luma belas persen);
kontes kecantikan, binaraga dan sejenusnya sebesar 15% (lima belas persen).
pameran sebesar 15% (lima belas persen);

diskotik, klab malam, bar dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lina persen);
karaoke sebesar 20% (dua puluh persen),

sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 35% (tiga puluh lima belas persen);

billyard sebesar 25% (dua puluh lima belas persen),

golf sebesar 25% (dua puluh lima persen);

bolling sebesar 25% (dua puluh lima persen);

pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 35 % (tiga puluh lima persen):
permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh persen);

panti pijat, refleksi, mandi vap/Spa, dan pusat kebugaran (lilness centre), dan sejemsnya
sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen),

hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

esaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana '
jmaksud dalain Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimasud dalam Pasal 15.

Bagian Kelima

 Pajak Reklame

Pasal 18
Dengan nama Pajak Reklame dipungut péjak atas semua penyelenggaraan Reklame.
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2) meliputi -




a. Reklame papanﬂn1Ibo;n‘d/\ggjculmlL/mcg;muu don sejensnya
b, Reklame kan .

¢ Relklume mc[d\at I\Ll'\(' :

d. Rekdame selebaran

Reklame berjalan, termasuk pada kenderaan -

[ Reklame udara :
o. Reldame apung ,
h. Reklame suara |

i Reklame nlm/bhck dan
1. Reklame peragaan.

Tidak termasul objek Pajak Reklame adalah
a. Penyclenggaraan Reklame melalw inlernet, televisi, radio, warta haran, warta nngzuan,
- warta bulapan dan se;cnmn\/a

b. Labelmerek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi
untuk membedakan darn produk sejerus lamnya;
B v

c. Nama pengenal usaha atau profest yang dipasang melekat pada bangunan lempat usaha
atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha
atau profesi tersebut,

d. Reldame yang diselenggarakan oleh Pemerntah atau Pemernintahan Daerah:

Pasal 19
Subjek PaJaI\ Reklame adalah setiap orang atau Badan hukum vang menggu\akan Reklame.

Wajib Paxal\ Reklame adalah setiap: orang atau Badan hulcum yang men\/elenggdral\an
Reklame secara sendirt maupun yang memanfaatkan penyelenggara jasa reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendirt secara Jangsung oleh setiap orang atau Badan
hukum, Wajib Pajak Reklame adalah setiap orang atau Badan hukum tersebut.

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi
Wajib Pajak Reklame.

Pasal 20
Dasar pehgenaan Pajak Reklame adalah Nilar Sewa Reklame.

Nilai sewa reklame sebagaimana dumaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dlh_\tung
- dengan mempertlmbanc,kan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

a. jenis reklame,

aw




y bahan yang digunakan untuk reklame,
Jokasi penempatan reklame.

Swaktu penyelenggaraan.

;. jangka waktu penyelen%garzmn,

L'

_ jumlah reklamie, dan

3. ukuran media reklame. .

)alam “hal Reklame diselenggarakan pihak keliga, Nllill Sewa Reklame :.n,bqoannana
liraksud pada ayat (1) dltetap]\an berdasarkan nilai kontrak Reklame. .

Jalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud
yada ayat (1) dihitung denoan memperhatikan faktor pada ayat (2).

Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebdgalmana dimaksud pada ayal (2) tidak diketahui dan/atau

lianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor
,ebﬂoalmana dimaksud pada ayat (2).

Zara pexmmnoan N11a1 Sewa Reklame adalah sebacm benkut Jenis Reklamc X Jum]ah

Tanf.
{asil perhitungan nilai sewa reklame bebagannana dlmaksud ayal (6), dinyatakan dalam

entuk tabel dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati =~ -

"~

Pasal 21
3 #?ajak Reklame ditetapkan sebesar‘25% (dua puluh lima per,s:en).v

Pasal ?2_ B

o pokok Pajak Reklame terutang dihitung’ dengan cara mengahl\an tanf sebaoax_mana
sud dalam Pasal 21 dengan’dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

Baglan Keenam' -
Pajak Penerangan Jalan

_ Pasal 23 ,
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dlpungut pajal\ atas penoounaan tenaga listrik.

Objel\ Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendin
maupun yang diperoleh dari sumber lain.

aﬂ]stnk vang dihasilkan sendiri sebagaunana dm]aksud ~pada ayat (2) meliputi seluruh
pembangkit listrik.

Dﬂ\ecuahkdn darl objek Pajak Penerangan Jalan sebagaunana dunaksud pada ayat (2) adalah :

B o )

R TSI T




-

|

“a. penggunaan tenaga histok oleh mstanst Pemertintaly dan Pemerintahan Daerah:

b penggunaan lenaga listrik mm teripat — tempat yang digunakan oleh kedutaan. Konsulat,
dan perwakdan asing dengan asas tumbal balik.

¢. penggunaan tenaga stk yang dihasilkan sendin dengan kapasuas [\,mn(u yvang tidak
memerlukan 1zin dzm instanst lekms terkait;, dan

d. badan sosiad seperti Mesjid, Gerepa dan Sekolal

Pasal 24

Subjel\ Pajak Penerangan Jalan adalah sctiap orang atan Badan hukum yang menggunakan
tenaga listrik.
Wajib Pajak Penerangan Jalan adqlah setiap orang atau Badan hukum vang menggunakan
tenaga hstrik.
Dalam hal tenaga hstok disediakan oleh sumber lain, wﬂnb pajak penemngﬂn jalan adalah
pényedia tenaga listrik dimaksud, antara lain PT. PLN, Pertamina.

Pasal 25

Dasar pengenaan Pajak Penérangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listnk.

‘Nila1 Jual Tenaga Listrnk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual
~ Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/letap ditambah dencan blaya permakalan
' 'l\wh/vanable yang dxtacnhkan dalam re]\en_mg llsmk

b dalam hal tenaga hstnk yang dlhasﬂ_kan sendir, N11a1 Jual Tenaga Llsmk d]lntung

berdasarkan kapasitas tersedia, th]\at penggunaan listrik, jangka wakiu pemakaian listrik,
* dan harga satuan listrik yz_mg berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

“Tarif PaJaL Peneragan Jalan dltetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan mmya]\ bumi dan gas
alam, tanif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). -
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendin, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan

sebesar 1,5% (satu koma lima persen).




.
Pasal 27

wesaran pokok Pajak Penerangan Jalan vang terbang dibituog denoan cara mienvalikan tarif

) ebagaimana dunaksud dalam Pasal 20 denoan dasar pengenaan Pajok sebagaunana dimaksud

alam Pasal 25 (ayat 1)

Tasil pererimaan Pajak Penerangan Jalan sebagran dialokasikan untuk senyediaan penerangan
I 4 S = I : &

alan.
- Bagian Ketujuh - T
Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan
£ . Pasal 28

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan <dipungut pajak atas keoiatan R
gan 1 Ay ! o pungut pd) 2 o
pengambilan mineral bukan logam dan batvan. . 7 .

bjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan
_ogam dan Batuan yang meliputl : o

asbes; - |
batu tulis; !
batn setengah permata; :
hatu kapur; :
“batu apung, _

_batupermata; . » o ‘ . ;
bentonut; ' o :
. dolomite; ' Co - :
feldspar; . ‘ ‘_ _ , Py
garam batu(halite); ' : 7 : | - ;
porfit T | | | ;
. gramt/andesit; } !
m. gips; {
‘n. kalsit, . » _ S :
‘0. kaohn; ' } : !
p- leusit; ;
'q.  magnesit; 4 : - %
1. mika; |
S.  Inammer, i
' mtrat; |
u.  opsidien; . .
V. oker, |
w.  pasir dan kiikil; ‘ !




N, pasu kuarsa:

v, perhit;
7 phospat.

aa. talk
bb. tanah serap (fullers carth):
ce. tanah diatome:
dd. tanah liat:
Coee. tawas (alum),
o ff tras;
' gg. yarosif;
© hh. zeolit; _ - _
L fi basal; :
© g trakkat; dan _
ki muneral bukan logam dan batuan lamnya vang sesuar dengan ketentuan -Peraturan
Perundang-Undangan. .

) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan seb'ig,aunana dimaksud pada
" ayal (2) adalah : i
a.  kegatan pcnmmbdan Mineral Bukan Logam dan Batuan -yang nyata-nyata tidak

dimanfaatkan secara komersial, seperil kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan
- rumah tangga, pemancangan tang listrik/lelepon, penanaman kabel listrik/telepon,

| penanaman pipa air/gas; . .
b.  kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan vang merupakan ikutan dari
kegiatan pertambangan lamnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

.

E' , | - Pasal 29 . s : _ !
) Sub;ek PaJaI\ Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah setiap orang atau Badan hukum yang
- dapat mengambil Mmeral Bukan Logam dan Batuan. :

i‘) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalal setiap orang étau Badan hukum yang, i
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30

1) Dasar pengenaan pengambﬂan Mineral Bukan Logam dan Baruan adalah Nilai Jual Hasil
~ pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batan.

Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dihitung dengan mengalikan volume/tonase
hasil pengambilan dengan nilaj pasar atau harga standar masing-masing _}CHIS Mineral Bukan
L Ogam dan Batuan.




lai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi
empat di wilayah daerah yang bersangkutan.

b

©\lam hal nilai pasar dan hasil produksi Mineral Bukan Logan dan Batuan sebagaimana
naksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan standar yang ditetapkan oleh instansi yang
rwenang dalam bidang pertambangan Mineral_ Bukan Logam dan Batuan.

_ Pasal 31 o »
'ajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (duapu]uh ;iersen). ' P

Pasal 32

PRS2 KAW, g

n Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dlhmmg dengan cara
“ikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak
..unana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) B o

Bagian Kedelapan
Pajak Air Taneh ~

Pasal 33

Dengan nama Pajak Air Tanah dlpungut pa_]ak atas pengambﬂan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Objek Pajak Air Tam.h adalah pengambllan dan/atau pemanfaatan Alr Tanah

f_ﬁlkecuahkan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambﬂan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah untuk keperluan - dasar rumah tangga,pengairan pertaman dan penkanan rakyat,”
‘peribadatan serta kegiatan sosial lainnya. ‘

}vf ‘ . -

| , Pasal 34

qub)ek Pajak Air Tanah adalah setiap orang atau Badan hukum yang me]akukan pengambllan
§ dan/atau pemanfaatan Air Tanah. :

“cWajlb Pajak Air Tanah adalah orang atau badan hukum yang melakukan pengambilan
“dan/atau pemanfaatan air tanah.

{

" Pasal 35

Dasar pengenaan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.



Nilai Perolehan Air Tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang
dihitung dengan mempertimbanglkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut

a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
¢. tujuan pengambilan dan/a-tau pemanfaatan air;
“d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e..kuélitas air; dan ‘
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh péngamb‘il:in dan/atau pemanfaatan air.

1 Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagai:'minav dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

A | Pasal 36
 rif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

it

Pasal 37

léaraxl pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
. .naksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1).

, . Bagian Kesembilan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

= ~ Pasal 38

') Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi
. dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan /atan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan. : : o - -

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh setiap orang atau Badan hukum, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : .

" a jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan
emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;




s
|

]
4'\

jalan tol ;

kolarn renang ;

“pagar mewah ;

“tempat olah raga ;

© galar gan kapal, dermaga ;

“ taman mewah ;
* tempat penampungan / k]hmc minyak, air dan gas, pipa minyak ; dan

R ST g g ey,

¢ menara.

il

ok Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

~k pajak yang :
dlgunak'm oleh Pemerintah dan Dacrah untuk menyelenggarakan pemerintahan ;

dxgunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum ¢i bidang ibadah, sosial,
pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk-

4

kesehatan,

:’*’ memperoleh keuntungan ;
in digunakan untuk kubiiran, peninggalan purba kala, atau yang seje 1is dengar itu ;

merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, huizn wisata, taman nasmnal tanah
penggembalaan yang dikuasai - olch desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu
digunakan oleh perwakilan diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
_ balik ; dan
digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Paraturan Ment eri Keuangan. B . :
oamya Nilai Jual ObJek Pajak Tidak Kena Pajak dnetapkan sebesar Rp. 10. 000 000-
J uluh juta rupiah) untuk setlap Wajit Pajak. . _

Pasal 39

‘bjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah setiap orznng atau Badan -
ukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperolech manfaat atas
umi, dan/atau merailiki, mengusai, dar/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Tajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: adalah setiap orang atau Badan
akum yang secara nyata mernpunyai suatu hak aas Bumi dan bangunan dan/atan memperoleh
ianfaat atas Bumi dan bangunan, dan/atau memi’iki, mengusai, dan/atau memperoleh mmfaat

as Bangunan,

20




Pasal 40

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesain dan Perkotaan adalah NJOP.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecvali
untuk objek pajak tertentu dapat (htehpl\an setiap tahun sesuai dengan pexkembanoan

wilayahnya.

Penetapan besarnya NJOP %cb'xgalmfim dumksud pada ayat (2) dllemp!\an dengan Peraturan

(
L
i Bupati.

Pasal 41

Llnf Pajék Bumi dan Bénglinan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua
E sen).

- Pasal 42

saran Pajak Bumi dan B}an’gvuhan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara
mgalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak
{Hagaimana~dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Objek Pajak Tidak Kena

Bjak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Pasal 43
) Tahun Pajak ada]ah Jangka waktu 1(satu) tahun kalender.

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objel\ pajak pada tanggal . _
~ januari. , S . N : : .

Pasa] 44

‘ Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta
- ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek -
pajak, selambat-lambatnya 30 (tlga puluh} hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh

‘Subjek Pajak. . ,

Pasal 45

Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang dihunjuk menerbitkan SPPT.

2} Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :



SPOP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tidak disampaikan setelah Wajib
Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalany Surat Teguran;

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan fain ternyata jumlah pajak yang temtang
lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh
Wajib Pajak.

Bagian Kesepuluh ]
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 46

;ﬁgan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak
i Tanah dan / atau Bangunan.

;_|ek Pajak Bea Perolehan Hak atas Fanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah
/atau’ Bmguna.n

mrol_ehan Hak atas Tanah dan/atau Ban gunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

pemindah;in Ah:‘lk_ikarena :

1)
2)
I
5)

6
)
)
! 9)'
10)
11 )

12

13)

Jual beli;
Tukar menukar;

“Hibah;

Hibah wasiat;
Waris;

“Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; -
“Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; '
»-_Penun]ukan pembeli dalam lelang; '

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunya1 kekuatan hukum tetap;
Penggabungan usaha;

Peleburan usaha; .

Pemekaran usaha; dan atau

‘Hadiah.

. pemberian hak baru karena :
~ 1) Kelanjutan pelepasan hak; atan
' 2) Di luar pelepasan hak.
ak atas Tanah sebagaimana dxmaksud pada ayat (2) adalah :

. h_ak milik;
> hak guna usaha; -
. hak guna bangunan;

¢. hak milik atas satuan rumah susun; dan




f. hak pengelolaan.
Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek

pajak yang diperoleh .
a. perwakilan diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. negara untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan/atan untuk  pelaksanaan

b.
pembangunan guna kepentingan umum;
¢. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri

1
’ Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar
] fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

. setiap orang atau Badan hukum karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain
“dengan tidak adanya perubahan nama;
e. setiap orang atau Badan hukum karena wakaf ; dan
f.  setiap orang atan Badan hukum yang digunakan untuk kepentingan Ibadah.

'

Pasal 47

~

[) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah setiap orang atau Badan
hukum vang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

k 2y Wajib Pajak Bea Peroleban Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

' Pasal 48

} Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adatah Nilai Perolehan Objek j
 Pajak. ; : ’
) - Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :

jual beli adalah harga transaksi; .
tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar,

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; -

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
adalah nilai pasar; )
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;

. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
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peleburan usaha adalah nilai pasar;

pemekaran usaha adalah nilai pasar;

hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah

lelang. -
~ ka Perolchan Nilai Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a samipai dengan
yruf witidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan
' gjak Bumi dan Bangunan ‘pada tahun terjadinya p«.rolehan daaar pengunaan yang dipakai

“falah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
jalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) belum

itetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan
ada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

“arat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagalmand dimaksud pada ayat (4)
' lalah bersifat sementara.

j surat Keterangan NJOP Pajak Bumx dan Bangunan sebagalmana dmmksud pada ayat (3) dapat
y liperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota yang

' ersangkutan.

Pasal 49 .

3esarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
:3angunan dltetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib

‘Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wa51at yang diterima orang pribadi yang -
‘masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu’ derajat ke atas atau
£ satu derajat ke bawah dengan pemben hibah wasiat, termasuk suarm/xsm, Nilai Perolehan
‘Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

&
.  Pasal 50
¥ Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun_ah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasa] 51 i

§ ran pokok perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dlhxtung dengan cara .
galikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan sebagaimana

ksud dalam Pasal 48 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5)
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Pasal 52

) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hibah adalah sejak tanggal dibuat-dan ditandatanganinya aka;

hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
bidang pertanahan;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum ]amnya adalah sejak tanggal dlblldt dan
ditandatanganinya akta; -

pemisahaan hak yang mengaklbatk"m perahhan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadllan yang mempunyai kekuatan

~ hukum yang tetap; -

pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak ada]ah sejak
tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian hak;

pemberian hak baru dilvar pelepasan hak adalah sejak tanggal dlterbltkannya surat
keputusan pemberian hak;

penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

, Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadmya perolehau hak sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1). . o ,

Pasal 53

- Pejabat Pembuat_Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pehﬁindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukii pembayaran pajak.

Kepala kantor yang membidangi pelayanari lelang negara hanya dapat menandatangani risalah
lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sete]ah Wajib Pajak menyerah.kan bukti

: pembayaran pajak.

Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat me]akukan pendaﬁaran Hak atas Tanah atau
pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak.




Pasal 54

t Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara
ykan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
| Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 55

>ejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang mémbidan@ pelayanan lelang
jegara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2)
jikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7. 500 000.00 (tujuh juta lima ratus

;.l)u rupiah) untuk setiap pelanggqran

kejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang
egara, yang melangg'u' ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi
;.dmmlstratlf berupa denda sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

getiap laporan.

Ex(epala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
F’asal 63 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

~

BAB 111
DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

E o P%MSé»
sang terutang dlpungut di w1layah Daerah
Pasal 57
1ya Pajak terutahg dihitung sesuai dengan perhitungan masing-masing jenis Pajak.

Pasal 58

Masa Pajak dan jangka'waktu untuk Pajak Hotel, Pajak Restoraﬁ, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,
£ 'ajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.

§Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesqan dan Perkotaan adalah 1 (satu) Tahun



'

Pasal 59

Pajak terutang adalah pada saat kegiatan penyelenggaraan, diterbitkannya SKPDY dan
menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari.

L

BABIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 60

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah:

a. Pajak Air Tanah;

| b. Pajak Reklame,

. C. Pajak Bumi dan Bém@mém Perdesaan dan Perkotaan.

Jenis pajak yang dibayar sendisi oleh Wajib Pajak adalah:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

s _Pajak Hiburan;

d. Pa’jék Penerangan Jalan;

e.. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Wajib pajak 'yang memenuhi kewajiban ﬁerpajakannya dengan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud pada Pasal 60 ayat (2), dibayar berdasarkan SPPT atau SKPD atau dokumen lain
~ yang dipersamakan.
Dokumen lain yéng dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis yang
for forasi dan nota perhitungan,

1. B.ea Perolehan Hak atas Tanzh dan Banguha.n.

Pasal 61




Pasal 62

Wajib paJal\ yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana
nmaksud pada Pasal 60 ayat (3) wapb mengisi SPTPD.

*husus BPHTB Wajib Pajak wajib mengisi SSPD.
SPD sebaaaumna dimaksud pada ayat (2) berﬁmosl sebagai SPT PD

-5>PD sebagaimana dimaksud pada dyat (2) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang
funjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

2 PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta
'itandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. o

‘pTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-
‘mbatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. '

-etentuan leblh lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pen,,lsmn SPPTD, pembayaran dan
-,=nyampa|an SSPD, diatur dengan Peraturan Bupati. .

Pasal 63

dan Prosedur pemungutan BPHTB diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64 »
jangka waktu 5 (Iuna) tahun sesudah saat terutangnya pa_]ak Bupatl dapat menerbltkan

t.PDKB dalam hal :
- jika berdasarkan hasil pemerlksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dxbayar,

Jjika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupau dalam jangka wakru 15 (hma belas) hari dan '
- setelah ditegur secara tertu]xs tidak dlsampalka_n pada waktunya sebagalmana dltentukan
dalam Surat Teguran, .

. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenubhi, pajak yang terutang d).hxtung secara
- jabatan. :

{_,KPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
Jenyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

DN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya denean jumlah kredit pajak atau pajak
kterutang dan tidak ada kredit pajak. .

2R




BABV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 65

I) Pembayaran Pajak dilakukan secara tunar.

’) Pembayaran Pajak dﬂalml\an di Satuan KBJ‘J'EI Perangkat Daerah dan atau tempat lain yang
+ dihunjuk oleh Bupati, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh SPPT, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT dan STPD.

3) Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat-Setoran Pajak Daerah.

1) Ketentuan lebih-_lanjl:ll mengenal lata cara pelaksanaan pemungulan pajak, diatur  dengan
Peraturan Bupat.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 66

1 ‘Surat Tagihan diterbitkan jika -

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dlbayar

b dari hasil penehllan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagax akibat salah tulis
dan/atau salah hitung; .
Surat Teguran dan/atau surat pennoatan dlkeluarkan 7 (tU._]Uh) hart sejak saat jatuh tempo

: pembayaran Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Penngatan )

3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagalmana d]maksud pada a}at (N
- huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (hma belas) bulan sejak saal terutangnya pajak. :

)  SKPD atau SPPT vang tidak atau kurang dibayar setelah J’ll‘llh ternpo pembayaran dikenakan
- sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD-

Aan




Pasal 67

jabita jumlah Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana

“entukan Dalam Surat 'leguran atau surat Peringaton, jumlah Pajak yang harus dibayar dapat

agih dengan Surat Paksi.

irat Paksa diterbitkan seiclah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Tegnran atau

I'yat Peringatan.

gentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak, dldﬂll dengan

'3 waturan Bupati.

1

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 68

tuntuk melakukan penagiban Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (Jima)

"un terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak meiakukan tindak

 “ana di bidang perpajakan dacrah.
| 2daluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
i ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
| lam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

i uf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

'vlgakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah

I'ajib Pajak dengan kesadarannya menyatdk'm masih mempunyai utang Pajak dan belum
*hinasinya kepada Pemerintah Daerah

-_‘,ngakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
‘ letahm dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

eratan oleh Wajib Pajak.

Pasal 69

Biutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak unfuk melakukan penagihan sudah
& cdaluwarsa dapat dihapuskan.

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati

‘ 'efﬁasarkan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.



3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak  yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V1II
SANKSI

Pasal 70

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud Pasal 74
huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan ‘pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal

74 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus)
dari jumlah kekurangan paJaJc tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tldak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. -

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf a
angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 BABIX _
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 71

Bupati berdasarkan Permohonan Wapb Pajak dapat membenkan pengurangan keringanan
dan Pembebasan Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan “dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pémberian dan pemanfaatan insentif sebagaiamana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.




BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 72

(lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

pemberian Insentif sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah..

Tata cara pemberian dan pemanfaat’m Insentxf sebqvalmana dimaksud pada ayat (1) diatur
\dengan Keputusan Bupati. o

BAB XI

. PEMBETULAN PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF -

I Pasal 73

o

~L o 117, 11

Atas permohionan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atan STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
erdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
fertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bupati dapat

a mengurangkan “atau menghapuskan sank51 admmlstratlf bcrupa bunga, denda dan
‘kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; -
. mengurangkan atau membatalkan STPD;
membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan -
¢ mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pemmbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Keentuan lebih ]énjut mengenai' tata cara ‘pcngurangan atau penghapusan sanksi administratif
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
Ciengan Peraturan Bupati.

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif sebesar 5 %

< G A A 8

mengurangkan atau mernbatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
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BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 74
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat  yang ditunjuk ‘
atas suatu :
a. SPPT;
b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;
f. SKPDN; .

g. Pemotongan atau pemunguian oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya. !

! Bupati-atau Pejabat dalam-jangka waktu paling lama 6. (enam) bulan sejak tanggal Surat
- Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterime, sudah memberikan

keputusan.

Apabila sejak lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat
tidak memberikan Keputusan, Permohonan, Keberatan dianggap dikabulkan. :

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
pembayaran Pajak. '

Pasal 75

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan . ditambah imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



I

Pasal 76

Ja pen\n juan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikabulkan sebagian atau
nnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
rJersm) scbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. -

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

T e g S T ey

: Pasal 77 .
i

ajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembahan ke]ebxh.m pembayaran Pajak
d epada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya:

masa pajak; )
besamyalkelebihan pembayaran pajak;

i nama dan alamat wajib pajak;
% alasan yang jelas.

1

i

'iupatl atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
-mohonan pengembalian kelebihan Pembayaran PaJak sebagamlana dimaksud pada ayat (1)
us membenkan Keputusan.

habila Jangka Waktu sebagaimana dunaksud pada ayat (2) dllampam Bupa’u atau Pejabat
idak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

langgap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu- palmg lama (1)
bilan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak
whagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dlperhlmngkm untuk melunasi terlebih dahulu
Hutang Pajak dimaksud.

] Pengembalian kelebihan pembayaran pajak di_lakukan dalam wéktu paling lama 2'(dua) bulan
1 ek diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
3 SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar .
D (dua persen) sebulan atau keterlambatan atas pembayaran kelebihan Pajak.



Pasal 78

pabila kelebthan pembayaran Pajak diperlutungkan deagan hutang, pajak lammnya, sebagaimana
"naksud dalam Pasal 77 ayat (). pmnbdyamn cilakukan denpan cara pemindahan bukuan juga

ﬂ]ﬂ]\u sebagar bukt pembavaran.

~ BABXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79 B

iln Wapb Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengist dengan tidak
benar atau tidak Iengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau Lurang dibayar.

2 Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampmkan SPTPD atau mengisi dengan tidak =
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang, tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak~terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

- Pasal 80

a pidana sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1),d_ar_x_a'ye_1t (2) merupakan penerimaan Negara.

 BABXV
PENYIDIKAN

. Pasal 81
LL) Pejabat Pegawar Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang »
Khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan '
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
‘ UndanO—Undano Hukum Acara Pidana.’ .

W CWenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah

a. menerima, mencari mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
Tindak Pidana dibidang Perpa]akan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih
lengkap dan jelas; .




p. meneha. mencart dan mengunpulkon keterangan mengenar Orang Pribadi atau 13adan
lenfang  kebenaran perbuatan yany  dilakukan sehubungan  dengan Tindak  Pidana
Perpajakon,
merinla keterangan bahan bukti dart Orang Pribach atau Badan sehubingan lmdak
Pidana di bidang Pidana Perpajakan:
- memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
. Tindak Pidana dilndang Perpajakan;
o melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencalatan, dan
dokumen-dokumen laimn, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
|l meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaman tugas Penyidik Tindak Pidana
Perpajakan Daerah; - :

menyuruh, berhenti, melarang seswlang mem.ngg'aﬂ\an ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, atau dokumen yang,
dibawa secbagimana dimaksud pada hurufe; ‘
¢ memotret sescorang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
lb, n’lemanggil-'omng untuk didengar Keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
| menahenukm penyidikan; dan/atau
i melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
enyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulaiiya penyidikan dan
jpenyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi
ltgara Republik Indonesia sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
lomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

)

~ BABXVI
KETENTUAN PENUTUP

- - . Pasal®2

'g-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
ik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Neoara Repubhk Indonesia Nomor 3312)
imana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 1entang Perubahan atas
hk Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3369)
i dg;gan peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
lap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, atau hingga terjadinya pengalihan,
PaJak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah di tetapkan Pada bagian
#las dalam Peraturan Daerah mni.




Pasal 83

an berlakunya Peratuan Daerah in maka sepala ketentuan eitang, Pajak Daerah vang

12

sentangan dan tidak sesuar dengan Peraturan Daeraly it dicabot dan dinvatahan idal berldeuw,
- Pasal 84
clentuait mengenat Pajak Bumi dan Banguuan Perdesaan dan Perkotaan sebagmmana diatur dalam
- S . SETHEE T
Fgmmmn Daerah mi mulat berlaku sejak tanooal 1 Januan 2014,

Pasal 85

tentuan lebih lanjut mengenar teks pelaksanaan Peraturan Daerah im diatur dengan Peraturan
b .
Bupaty.

Pasal 86

aturan Daerah ini berlaku sejak tanggal dinndangkan.
gr seliap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah 11 dengan

dpempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 10 A))r]\, 2012

BUPATI NIAS UTARA.

tid.

EDWARD ZEGA




PENJELASAN
PERATURAN DAERA KARBUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PATAK DAERAH
- UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupalen Nias Utara yang terbentuk
jerdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan
engurus  sendirt  urusan - pemer imtahannya untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas
E;lwlu1qoﬂ¢1r'1an pemenntahan dan pelayanan kepada rnasyarakat Untuk menyelenggarakan
Eemunntahcm ini pulalah, Kabupalen Nias Utara berhak mengenakan pungutan kepada masyarakal.

F

i Hal i dldasarkan (epada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara
lepublik Indonesia Tahun 1945. UUD menempatkan perpajakan sebagal salah satn perwujudan
Pnegaraan, dan menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan
h yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demukian, pemungutan Pajak
serah harus didasarkan pada Undang-Undang Untuk saat i1, undang-undang yang mengatur
stang kewenangan Kabupaten Nias Utara untuk melakukan pungutan kepada masyarakat
dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
ierah.

T ———

~.Dengan dlberhlaﬂ\am]ya Undang -Undang tersebut, maka terjadi perluasan basis pajak
’erah yang dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat
#n menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak vang sudah ada dilakukan untuk Pajak -
Jendaraan Bermiotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup
endaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak
‘\ estoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi
Paerah, vaitu Pajak- Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas
fnah dan Bangunan yang sebelumnya mempakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet
‘ ebaga1 Pajak kabupaten/kota .

* Hal lainnya yang secara khusus diatur melalu undang-undang tersebut adalah berkaitan
§ldengan pemberian kewenangan dalam penetapan tanif. Karenanya, guna menghindan penetapan
“nf pajak yang tinggl yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Kabupaten
$VNias Utara diberi kewenangan untuk menetapkan tanif pajak dalam batas maksimum yang
' ltetapkan dalam Undang-undang tersebut. Selain itn Undang-Undang tersebul juga menetapkan
g2 tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor guna menhindari perang tarif antar Daerah.
| Kelentuan ini dibarengi pula dengan menetapkan Nilai Tual Kendaraan Bermotor seragam secara

W



qal sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
otor. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai
o beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat
crahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu,
akan taril Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di
perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif -
kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

 Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang tersebut
ian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan
tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan,
Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
Hpeningkatan moda dan sarana transportasi umum, '

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan
penetapan tarif tersebut; jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan
 Undang-Undang. Ini artinya bahwa Kabupaten, Nias Utara tidak diperkenankan untuk
ngut pajak daerah selain yang telah ditentukan undang-undang.

| Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Pajak Daerah
naksudkan untuk menjadi payung dan pedoman dalam pemungutan pajak daerah dan
diharapkan pula mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
than dan pelayanan kepada masyarakat.
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